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ABSTRAK

Pengembangan Kompetensi Anggota Polri dan Apartur Sipil Negara di Inspektorat
Pengawasan Daerah Piovida Metro Jaya
Mellyana, Afsdy Saksono, Arifiani Widjayanti
Mellyana.2044021009@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan pengembangan kompetensi anggota
Polri dan Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya
dengan mendeksripsikan penyebab belum optimalnya pengembangan kompetensi di
Itwasda dan upaya pengoptimalan kompetensi personel di Itwasda. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik
wawancara, dan telaah dokumen. kriteria Informan kunci dalam penelitian ini adalah
anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebanyak 5 (lima) Informan Kunci.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pentingnya pelatihan dan pengembangan
sumber daya manusia di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya. Hasil
penelitian menunjukan bahwa penyebab belum optimalnya pelaksanaan
pengembangan kompetensi yaitu faktor internal yang melibatkan faktor keterbatasan
anggaran, kurangnya penghargaan atas prestasi, rendahnya motivasi personel,
terbatasnya kuota pendidikan, dan minimnya informasi akan adanya pelatihan dan
pendidikan bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Pengawasan
Daerah Polda Metro Jaya telah mengambil langkah-langkah strategis untuk
mengoptimalkan pengembangan kompetensi polri dan aparatur sipil negara.
Inspektorat harus aktif dalam evaluasi dan pengawasan berkala terhadap program
pengembangan kompetensi, penghargaan prestasi sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan kualitas pengembangan kompetensi.

Kata kunci: Pengembangan, Kompetensi.

Vii


mailto:Mellyana.2044021009@stialan.ac.id

ABSTRACT
Competence Development of Police Officer and Civil Servant at the Inspectorate of Regional
Supervision of Polda Metro Jaya
Mellyana, Afsdy Saksono, Arifiani Widjayanti
Mellyana.2044021009@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to develop the competency of members of the National Police and State
Civil Apparatus at the Regional Supervision Inspectorate of Polda Metro Jaya by describing
the causes of not yet optimal competency development at Itwasda and efforts to optimize
personnel competency at Itwasda. This research uses a qualitative approach with a case study
method. The data collection technique used in this research is interview techniques and
document review. Key informant criteria in this research are members of the National Police
and/or Civil Servants totaling 5 (five) Key Informants. The research results reveal the
importance of training and human resource development in the Regional Supervision
Inspectorate of Polda Metro Jaya. The results of the research show that the causes of not yet
optimal implementation of competency development are internal factors involving budget
constraints, lack of recognition for achievements, low motivation of personnel, limited
educational quotas, and minimal information regarding training and education for members
of the National Police and Civil Servants of the Regional Supervision Inspectorate. Polda
Metro Jaya has taken strategic steps to optimize the development of the competence of the
National Police and state civil servants. The Inspectorate must be active in evaluating and
periodically monitoring competency development programs, awarding achievements so as to
increase the effectiveness and quality of competency development.

Keywords: Development, Competency.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen pengelolaan pegawai dan sumber daya manusia memiliki peranan
yang sangat penting bagi lembaga dalam mengatur, mengelola, serta memanfaatkan
anggota tim dengan efektif, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara produktif.
Penting bagi instansi untuk mengelola SDM dengan profesional agar tercipta
keseimbangan antara kebutuhan anggota tim dengan tuntutan dan kapabilitas
organisasi. Keseimbangan ini menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan dan
perkembangan yang produktif dan seimbang bagi lembaga. Dengan pengelolaan
yang terarah dan profesional terhadap SDM, diharapkan anggota tim mampu
memberikan kontribusi produktif. Pendekatan manajemen SDM yang terorganisir
dan terarah perlu dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, pengelompokan,
penempatan berdasarkan kompetensi, pelatihan, dan perkembangan karir (Widianti,
2022).

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran sentral dalam struktur
organisasi, termasuk di dalamnya dalam lembaga pemerintahan. Upaya-upaya
ditingkatkan kualitas SDM dilakukan secara cost-effective, terutama oleh
pemerintah daerah yang melakukan perbaikan berkelanjutan baik dalam aspek
administrasi maupun pelayanan. Ini bertujuan untuk memastikan kinerja optimal
dari pegawai pemerintah. Sesuai dengan pandangan Atkinson dan koleganya
(Agusti et al, 2021), sistem penilaian kinerja yang efektif sebaiknya mencakup
indikator-indikator Kinerja seperti: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi
dengan fokus pada pandangan pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas menggunakan
alat ukur Kkinerja yang disahkan oleh pelanggan, (3) mempertimbangkan seluruh
aspek kinerja yang mempengaruhi pelanggan secara komprehensif, dan (4)
memberikan umpan balik untuk membantu anggota organisasi dalam
mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan.

Menurut Siregar (2019) SDM yang berada di lingkungan pemerintahan dikenal

sebagai Aparatur SipilNegara (ASN) yang bertugas sebagai pelaksana tugas-tugas
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pemerintahan. Agar tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan efektif, ASN yang
berkualitas diperlukan.ASN yang diinginkan dalam upaya mencapai tujuan nasional
adalah individu yangprofesional, terbebas dari campur tangan politik, berintegritas
tanpa tindakan korupsi, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
menjalankan peran sebagai pengikat kesatuan nasional.

Perkembangan dalam bidang pengetahuan dan teknologi mengharuskan
Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk efektif menjalankan tugas-tugas utama mereka
dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mencapai tujuan
organisasi pemerintah (Ayas & Sinaga, 2019). ASN memiliki peran penting dalam
struktur pemerintahan dan sangat diperlukan dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Tugas mereka melibatkan memberikan pelayanan secara profesional,
bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas-tugas negara,
pemerintah, dan pembangunan. Pemerintah sangat menyadari peran strategis ASN
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kedua belah pihak,
baik pusat maupun daerah, diharapkan untuk bekerja dengan jujur, akuntabel, dan
profesional (Pasiak, 2020).

Dalam usaha untuk memiliki pegawai ASN yang berkualitas, pemerintah
perlu memastikan adanya sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Pasal 70) menggarisbawahi hak setiap pegawai ASN untuk
mengembangkan kompetensinya melalui berbagai cara, termasuk pendidikan,
pelatihan, kursus, seminar, dan penataran. Setiap instansi pemerintahjuga diwajibkan
untuk merencanakan pengembangan kompetensi tahunan sebagaibagian dari rencana
kerja dan anggaran tahunannya (Susanto & Darumurti, 2022).

Dalam menetapkan standar kompetensi yang diperlukan, Disemadi (2022)
menekankan pentingnya penggunaan ketentuan yang dapat diukur, sering kali
melalui riset dan pengembangan. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi
kebutuhan kompetensi para pegawai pemerintah daerah di Indonesia, input dari
berbagai pihak terkait seperti ahli, pemerintah, akademisi, peneliti di bidang
administrasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, dan

masyarakat yang dilayani harus dipertimbangkan dengan serius. Namun, realitasnya



menunjukkan bahwa harapan masyarakat untuk mendapatkanpelayanan publik yang
berkualitas dari ASN belum sepenuhnya terpenuhi. Fenomena ini mengindikasikan
adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang semakin tinggi dengan kesiapan
ASN dalam memenuhi harapan dan tuntutan tersebut (Kurniawan, 2022).

Selain meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam
struktur Pemerintahan, terdapat juga sumber daya manusia lain yang berperan dalam
organisasi pemerintahan, yakni Polri. Kelangsungan eksistensi Polri di masa
mendatang tergantung pada kualitas tenaga kerja yang dimilikinya saat ini. Unit
sumber daya manusia harus memantau performa seluruh anggota karena setiap
individu memiliki tingkat Kinerja yang beragam (Subyantoro & Suwarto, 2020).
Tugas manajemen sumber daya manusia dalam hal ini adalah memastikan bahwa
setiap anggota mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan oleh lembaga. Fauzi
(2020) menyatakan bahwa "penilaian kinerja adalah evaluasi atas keberhasilan atau
kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya.” Sementara menurut Ekasari
(2020), "penilaian kinerja adalah alat efektif untuk meningkatkan performa
organisasi.” Dengan demikian, perlu adanya pemahaman yang jelas dari instansi
mengenai penilaian Kinerja, termasuk tujuan dan manfaatnya, untuk menghindari
adanya kesalahpahaman antara manajemen dan anggota.

Dalam lingkungan instansi, kompetensi yang kuat diperlukan agar personel
mampu menjalankan tugas dengan baik. Kompetensi mencakup kemampuan yang
didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan, serta didukung oleh sikap kerja dan
penerapannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan (Mulia & Saputra, 2021). Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang
sesuai akan mampumeningkatkan kapasitas dan membangun fondasi yang kokoh.
Ketika individu-individu dalam organisasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan
tuntutan pekerjaan, mereka akan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta aspek
mental dan karakter produktif yang baik. Dengan mengedepankan nilai-nilai yang
kuat, mereka akan siap menghadapi perubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi,
sambil tetap mempertahankan identitas mereka sendiri (Novianti et al, 2023).
Kompetensi pada dasarnya adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu terbaik untuk
membantu mereka meraih kesuksesan. Oleh karena itu, penting bagi

instansi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai penilaian Kinerija,
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termasuk tujuan dan manfaatnya, untuk menghindari adanya kesalahpahaman
antara manajemen dan anggota. Prestasi individu dalam mencapai standar kinerja
instansi ditentukan oleh tingkat keterampilan dan pengalaman yang dimiliki
(As’ad & Kamidin, 2020).

Menurut Darma et al (2019), pengalaman bekerja memainkan peran penting
dalam menentukan gaji seseorang di tempat kerja. Pengalaman ini diukur
berdasarkan durasi ketika seseorang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang
yang ditekuni. Anggota yang memiliki pengalaman yang mencukupi dalam bidang
pekerjaannya cenderung lebih efisien dan akurat dalam menyelesaikan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman kerja juga menjadi dasar bagi instansi
dalam merencanakan pengembangan Karir bagi personilnya.

Pengembangan Kkarir merupakan suatu proses untuk meningkatkan
keterampilan individu guna mencapai tujuan karir yang diinginkan (Maulyan,
2019). Tanggung jawab untuk pengembangan karir terletak pada instansi, terutama
departemen sumber daya manusia. Penting bagi personil saat ini untuk memiliki
keterampilan teknis dan konseptual yang diperlukan. Selain itu, moral kerja juga
perlu ditingkatkan agar personil memiliki pandangan positif terhadap program
pengembangan karir di instansi. Tujuan dari pengembangan Kkarir adalah untuk
mempersiapkan personil dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu, sehingga
instansi memiliki personil yang siap untuk menduduki posisi strategis ketika
dibutuhkan (Kuin et al, 2022).

Dalam konteks pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Polri
dan ASN, penelitian ini memusatkan perhatian pada Inspektorat Pengawasan
Daerah Polda Metro Jaya. Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya
merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab
sebagai pengawas dan pembantu pimpinan di tingkat Kepolisian Daerah (Polda)
dibawah Kapolda Metro Jaya (Akbar et al, 2023). ASN dan Polri di Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya menghadapi berbagai tugas dan aktivitas
yang kompleks, yang menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi. Tugas

Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya meliputi audit, reviu, evaluasi,
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pemantauan, dan tugas pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan fungsi
organisasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuali
dengan standar yang telah ditetapkan dengan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis
yang memadai (Suryana, 2022).

Pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang harus
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Melalui pengembangan dilakukan untuk
peningkatan kemampuan pegawai. Menurut Bahri (2022) Sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor penting dalam suatu Instansi Pemerintah, pegawai
merupakan sumber daya manusia yang paling utama. Pegawai dalam suatu
Instansi merupakan suatu penggerak, pemikir dan perencana dalam mencapai
tujuan organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas tujuan
organisasi tidak akan tercapai. Berikut merupakan data personel Polri dan
Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya.

Tabel 1.1
Daftar Susunan Personel Itwasda Polda Metro Jaya
NO. | PANGKAT DSP RIIL KET

1. | KOMBES POL 1 1 0
2. |AKBP 2 2 0
3. | KOMPOL 14 5 -9
4. | AKP 7 3 -4
5. INSPEKTUR 13 7 -6
6. | BRIGADIR 9 43 +34
7. | PNSGOL. IV 0 1 +1
8. | PNSGOL. Il 0 6 +6
9. |PNSGOL.II/I 7 1 -6

JUMLAH 53 69 +17




NO. | PANGKAT DSP RIIL | KET

1. Auditor Madya Tingkat Ill | KOMBES | 2 2 -
POL

JUMLAH 2 2 0
Sumber : Subbag Renmin Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa daftar susunan
personel yang dibutuhkan di lingkungan Inspektorat Pengawasan Daerah
Metro Jaya dengan daftar personel yang ada sekarang, pada data personel yang
ada sekarang lebih banyak personel yang berpangkat bintara dibanding
berpangkat perwira. Dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dalam
melaksanakan pekerjaan, pegawai dituntut memiliki kemampuan dan ilmu
pengetahuan yang luas.

Salah satu tantangan di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro
Jaya adalah terkait sumber daya manusia (SDM). SDM ini mencakup Polri
dan ASN yang ditempatkan di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro
Jaya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Beberapa
masalah yang dihadapi termasuk kurang sesuainya kompetensi, kesalahan
penempatan, dan kebingungan mengenai jenjang karier. Oleh karena itu,
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya melaksanakan program
pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Hal ini tercermin dalam data tingkat pendidikan ASN di Inspektorat

Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya seperti yang tertera pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kualifikasi Pendidikan Umum Personel Inspektorat Pengawasan

Daerah Polda Metro Jaya

JENIS PENDIDIKAN

NO.| PANGKAT | JUMLAH =TT e maT o 7p| KET

e PAMEN 10 7 3 | - - - -




JENIS PENDIDIKAN

NO | PANGKAT JUMLAH 2] sL D3] SLTA | sLTp KET
2. PAMA 10 2 7| - 1 - -
3. BRIGADIR 43 - 1191 23 - -
4. PNS GOL IV 1 - 1| - - - -
5. PNS GOL III 6 - 4 11 1 - -
6. PNS GOL I 1 - - | - 1 - -
JUMLAH 71 9| 34| 2 26 - -

Sumber : Subbag Renmin Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menggambarkan bahwa komposisi
Polri danAparatur Sipil Negara Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro
Jaya sampai Maret 2023. Diketahui bahwa Polri dan Aparatur Sipil Negara
yang pendidikan terakhirnya SMA/sederajat mencapai 26 orang (35.62%),
personel yang pendidikan terakhirnya D-l11l mencapai 2 orang (2.74%),
personel yang pendidikanterakhirnya Sarjana (S1) mencapai 34 orang
(45.21%) sedangkan personel yang pendidikan terakhirnya S2 mencapai 9
orang (16.44%). Meninjau data di atas, disimpulkan bahwa Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya dalam melaksanakan kegiatan masih
banyak Polri dan Aparatur Sipil Negara yang berpendidikan SMA/sederajat.
Iperihal ini bisa mempengaruhi layanan yang disediakan. Karena dalam
melaksanakan pekerjaan, Polri dan Aparatur Sipil Negara akan mengalami
kesulitan akibat masih banyak Polri dan Aparatur Sipil Negara yang
berpendidikan SMA/sederajat.

Dalam menghadapi globalisasi dan revolusi industri 4.0 diperlukan
adanya pengembangan sumber daya manusia menjadi smart aparatur sipil
negara dengan diadakannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
(diklat) di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya untuk
mengurangi kesenjangan di antara kemampuan dan tingkat pendidikan
Aparatur Sipil Negara. Ini dilakukan melalui program diklat yang bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara agar sesuai dengan




tuntutan pekerjaan di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya.

Aparatur Sipil Negara diharapkan aktif dalam merencanakan dan mengikuti

diklat untuk memperluas peluang karier di masa depan. Berikut data personel

Polri dan Aparatur Sipil Negara di ltwasda Polda Metro Jaya yang telah

mengikuti dilkat audit.

Tabel 1.3

Data Personel Yang Mengikuti Diklat Audit

NO

DIKLAT

PESERTA

PA

BA

PNS

JUMLAH
PESERTA

DIKLAT PEMBENTUKAN
AUDITOR

PERTAMA (AHLI DAN
TERAMPIL)

2

2

DIKLAT PENYUSUNAN KERTAS
KERJA AUDIT

N

DIKLAT PENULISAN LAPORAN
HASIL AUDIT INTERN

DIKLAT AUDIT PENGADAAN
BARANG DAN JASA

DIKLAT EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SAKIP

DIKLAT AUDIT KINERJA

R NN

DIKLAT SPIP

DIKLAT PERAN KONSULTASI
BAGI AUDITOR INTERNAL

O O VO o | W[ DN

DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF

w N

[EEN
o

DIKLAT MANAJEMEN RISIKO
IGEL

P W W (koW |01 W

11

DIKLAT AUDIT BMN

JUMLAH TOTAL

15

14

31

Sumber : Subbag Renmin Itwasda Polda Metro Jaya, 2023

Keterangan :
PA : Perwira
BA : Bintara

Dari tabel 1.3. diatas terlihat bahwa pengembangan kompetensi melalui

diklat audit yang dilaksanakan ditahun 2023 masih terbatasnya personil yang

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi Polri bekerjasama
dengan BPKP.

Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya bertanggung jawab atas

penyelenggaraan diklat untuk Aparatur Sipil Negara agar mereka dapat




bekerja dengan profesionalisme, semangat, dan dedikasi tinggi, yang pada
gilirannya akanmeningkatkan kinerja mereka. Konsep ini sesuai dengan
Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 31 Tahun 2007 yang menekankan
pentingnya pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam mewujudkan aparatur
yang profesional. Dengan mengimplementasikan program diklat, diharapkan
Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Polda Metro Jaya dapat mengembangkan
jalur karier mereka. Pentingnya pengembangan karier semakin meningkat
karena tuntutan pekerjaan dan perkembangan teknologi yang cepat (Hasibuan,
2023). Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara maupun instansi harus secara
sistematis merencanakan dan melaksanakan pengembangan karier dengan
dasar ilmiah, mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang.

Dalam meningkatkan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya mengambil langkah guna
menjalankan proses pendidikan dan pelatihan (diklat), perencanaan yang tepat
diperlukan (Haibuan, 2023). Rencana pendidikan dan pelatihan harus disusun
sesuai dengankebutuhan lembaga dan tujuan yang ingin dicapai oleh
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya. Apabila Aparatur Sipil
Negara sudah memiliki pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, mereka
akan merasa termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan lebih
baik. Keadaan ini tentu akan menghasilkan manfaat positif bagi Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya (Riadi & Kurniawati, 2022).

Menurut Hasibuan (2023) Di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro
Jaya, terdapat program pelatihan di dalam jabatan yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Aparatur Sipil Negara
agar mampu menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara
optimal. Pelatihan di dalam jabatan initerdiri dari pelatihan kepemimpinan,
pelatihan berdasarkan fungsi jabatan, serta pelatihan teknis. Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya saat ini telah melakukan berbagali
pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan karier Aparatur Sipil
Negara. Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya berupaya untuk

meningkatkan kemampuan Pegawai negeri perlu melakukan perubahan



dengan cepat untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang mampu
menyediakan layanan berkualitas di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda
Metro Jaya.

Pendidikan serta pelatihan (diklat) yang sudah dijalankan di Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya meliputi diklat kepemimpinan, diklat
audit,diklat pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, diklat sistem
akuntabilitaskinerja instansi pemerintah, diklat bendahara, diklat revolusi
mental dan diklat teknis penyusunan renstra dan renja. Sedangkan metode
yang digunakan di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya dalam
melaksanakan diklat adalah dengan melaksanakan kuliah singkat, bertanya
dan menjawab, berdiskusi, mensimulasikan, menganalisis kasus, mengadakan
seminar, serta melakukan presentasi (Handika et al, 2020).

Pelatihan sebenarnya merupakan kewajiban yang bersama-sama diemban
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dan lembaganya dalam konteks ini yakni
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya. Inspektorat Pengawasan
Daerah Polda Metro Jaya berkepentingan untuk menyelenggarakan diklat bagi
Aparatur Sipil Negara, agar mereka mampu bekerja dengan profesional,
bersemangat beserta dengan tingkat dedikasi yang tinggi, sehingga mampu
meningkatkan pencapaian kinerjanya. Sementara itu Aparatur Sipil Negara
bertanggung jawab merancang dan mengambil bagian dalam pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga peluang kemajuan
dalam karier dapat terbuka secara luas (Ramadhani et al, 2023).

Menurut Sulistyo & Erlitas (2020) pada umumnya, kompetensi adalah
hasil dari gabungan antara keterampilan (skill), sifat-sifat personal, dan
pengetahuan (knowledge). Oleh sebab itu untuk menjamin program
pengembangan karier Polri dan Aparatur Sipil Negaramaka berbagai pihak
yang terdapat di Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya seperti
manajemen puncak, serta Aparatur Sipil Negara perlu adanya kolaborasi dan
pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama pada perannya sendiri-
sendiri. Pelatihan dapat mendukung pegawai pemerintah dalam meningkatkan

keterampilan mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai kinerja optimal
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dan mengembangkan karier mereka di masa depan.

Bagian dari kompetensi Polri dan ASN melibatkan proses pelatihan dan
pengembangan, Yyang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi
kesenjangan antara kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi.
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki peran penting dalam
upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi Polri dan ASN, yang
berkontribusi pada pembangunan yang komprehensif dan menyeluruh bagi
negara (Haryanto, 2021). Tantangan utamanya adalah bagaimana efektif
mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi serta menghilangkan
praktik yang tidak produktif. Dalam konteks ini, baik Polri maupun ASN
memerlukan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan untuk
mengevaluasi kemampuan, pengetahuan, dan karakteristik SDM, sehingga
dapat mengembangkan pengetahuan yang mendukung profesionalisme dalam
pekerjaan dan mencapai tujuan negara. Situasi serupa terjadi di Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya, di mana masalah terkait sumber daya
manusia yang sudah berpengalaman dengan latar belakang pendidikan yang
terbatas, kurangnya kompetensi, serta kekurangan dalam pengetahuan
teknologi dan organisasi, menciptakan kesenjangan antara pegawai. Hal ini
terjadi akibat minimnya usaha dalam pengembangan sumber daya manusia,
terutama dalam meningkatkan profesionalisme pegawali, yang pada akhirnya
memengaruhi kinerjamereka yang kurang efektif (Solong, 2020).

Pengembangan kompetensi inilah yang diyakini memiliki peran yang
besar dalam menentukan pengembangan karier Polri maupun Aparatur Sipil
Negara Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya. Polri dan Aparatur
sipil Negara mereka yang beroperasi di dalam suatu instansi dibutuhkan
kemampuan yang unggul untuk menjawab tantangan era dan perkembangan
yang terus berubah (Yahya, 2021). Dengan memiliki kualifikasi yang unggul,
peluang untuk mengembangkan karier akan semakin terbuka SDM di
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya dapat meningkat.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk

melakukanpenyelidikan yang lebih mendalam tentang hal tersebut dengan
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menuangkan pada penelitian yang berjudul “PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ANGGOTA POLRI DAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA
METRO JAYA”.

Identifikasi Masalah
Berlandaskan konteks permasalahan yang telah diuraikan, maka

dapatditemukan identifikasi permasalahan dalam studi ini, yakni:

1. Latar belakang pendidikan SDM Inspektorat Pengawasan Daerah Polda
Metro Jaya yang masih rendah dan yang tidak sesuai karier.

2. Kurangnya pengetahuan SDM Inspektorat Pengawasan Daerah Polda
MetroJaya.

3. Kurangnya keterampilan SDM dalam menangani masalah di luar tugas

yangbiasa dilakukan sehingga SDM tersebut dianggap kurang tanggap.

4. Kesempatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM yang masih
kurang.

5. Kesempatan menaiki posisi jabatan dengan adanya persaingan terlalu ketat.

Rumusan Masalah
Berlandaskan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
pernyataanisu utama dalam studi ini, yakni:
1. Mengapa pengembangan kompetensi Polri dan ASN di lingkungan
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya belum optimal?
2. Bagaimana mengoptimalkan pengembangan kompetensi Polri dan ASN di

lingkungan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya?

Tujuan Penelitian
Berlandaskan penguraian isu dalam studi ini, maka sasaran yang ingin
diwujudkan dalam riset ini yaitu:
1. Guna mengetahui penyebab belum optimalnya pengembangan kompetensi
Polri dan ASN di lingkungan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro
Jaya.

2. Merumuskan upaya untuk mengoptimalkan pengembangan kompetensi
12



Polri dan ASN di lingkungan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro

Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Berlandaskan penguraian isu dan tujuan penelitian dalam studi ini, maka

manfaat dari riset ini yakni:

1.

Diharapkan bahwa manfaat praktis dari studi ini akan memberikan umpan
balik/penilaian kepada entitas terkait guna meningkatkan kemampuan para
pegawai.

Harapannya, output dari penelitian ini dapat berkontribusi secara positif
dalam literatur khususnya dalam konteks tempat kerja, yang dapat

dijadikansumber referensi bagi penelitian mendatang.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan hasil analisis penelitian dan pembahasan
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini meliputi:
1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi di Inspektorat Pengawasan
Daerah Polda Metro Jaya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal melibatkan keterbatasan anggaran, kurangnya penghargaan
atas prestasi, rendahnya motivasi personel, terbatasnya kuota pendidikan,
dan minimnya informasi mengenai peluang-peluang tersebut. faktor
internal seperti tujuan organisasi, sifat dan jenis kegiatan, teknologi yang
digunakan, serta perkembangan ilmu pengetahuan mendukung
pengembangan  kompetensi.  Faktor internal yang mendukung
pengembangan kompetensi yaitu
a. Tujuan organisasi, Inspektorat merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam koordinasi dan kerjasama
yang baik antar satuan fungsi. Inspektorat berupaya meningkatkan
kedisiplinan pegawai dan memiliki etos kerja tinggi pegawai pada unit
kerja masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintah daerah yang baik dan efektif. Jumlah anggota yang memiliki
kompetensi kurang jika dibandingkan dengan keseluruhan tugas yang
diemban.
b. Sifat dan Jenis kegiatan
Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan Itwasda dalam pengawasan
intern Polda, kompetensi dan kemampuan yang dimiliki pegawai lebih
ditingkatkan dalam pelatihan dan pendidikan. Dalam pelaksanaan
pendidikan terkendala keterbatasan anggaran dan terbatasnya kuota
pendidikan, kurangnya motivasi untuk mengembangkan keterampilan,

kurangnya kesadaran terkait pengembangan diri, beban kerja yang

tinggi.
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c. Tekhnologi
Masih terbatasnya kemampuan pegawai menggunakan tekhnologi dalam
evaluasi kinerja secara real-time. Sebagai fungsi pengawasan personil dituntut
dalam kemajuan perkembangan tekhnologi dalam pengembangan kompetensi
di Polda.

d. Perkembangan ilmu pengetahuan
Teknologi yang ada di Inspektorat Kepolisian berupa aplikasi
pengawasan internal belum dipergunakan dalam pelaksanaan
pengembangan. Aplikasi tersebut seharus dapat mempermudah satuan
fungsi untuk memetakan personil yang seharusnya mengikuti
pengembangan dan mengoptimalkan pengembangan kompetensi di
Inspektorat Polda Metro Jaya.

Pengelolaan interaksi antar faktor tersebut dapat membantu merancang

upaya pengembangan kompetensi yang responsif terhadap perubahan dan

mencapai tujuan dengan lebih efektif.

2. Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya telah mengambil
langkah-langkah  strategis untuk mengoptimalkan pengembangan
kompetensi Polri dan ASN. Proses dimulai dengan penentuan kebutuhan
pelatihan melalui evaluasi rutin terhadap Kinerja personel. Selanjutnya,
program pelatihan formal diadakan oleh BPKP di daerah Ciawi. Selain itu,
kegiatan pendidikan dan pelatihan juga diorganisir, didukung oleh evaluasi
bulanan terhadap kinerja personel untuk mengukur efektivitas program
pelatihan. Dengan pendekatan ini, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda
Metro Jaya berusaha secara sistematis memastikan pengembangan

kompetensi yang optimal bagi personelnya.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka
peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Bagi Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya
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Untuk meningkatkan pengembangan kompetensi Polri dan ASN di
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya, perlu langkah strategis.
Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya perlu mengadopsi
strategi inovatif untuk meningkatkan pengembangan kompetensi
personelnya. Ini termasuk memanfaatkan pelatihan daring untuk mengatasi
keterbatasan anggaran dan kuota pendidikan, membangun budaya
penghargaan yang kuat, menggunakan teknologi dalam evaluasi Kkinerja
secara real-time, berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga
pelatihan, serta terus memperbarui strategi sesuai dengan perubahan
lingkungan. Dengan pendekatan ini, Inspektorat Pengawasan Daerah dapat
memastikan personelnya siap menghadapi tantangan masa depan dengan
baik.

. Bagi Personel

Para Anggota dan ASN dapat meningkatkan kompetensinya dengan
memanfaatkan program pelatihan yang sudah ada, mencari peluang
pengembangan kompetensi di luar kegiatan rutin, aktif dalam evaluasi
Kinerja, dan meningkatkan kolaborasi serta pertukaran pengetahuan antar
personel, dan juga berpartisipasi dalam kesempatan pendidikan formal
maupun informal di lingkungan kerja. Mereka juga diharapkan
memperhatikan  pengembangan keterampilan soft skills seperti
kepemimpinan dan kemampuan komunikasi, menerima umpan balik dari
berbagai pihak, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan
pribadi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mereka dapat secara
progresif meningkatkan kompetensinya dan memberikan dampak positif

bagi diri sendiri serta organisasi tempat mereka bekerja.
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